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1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang 
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tent.ang 
Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 
sebagairnana telah diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

a. bahwa sambil rnenunggu Peraturan Daerah Kabupaten 
Konawc tcntang Kawasan Tanpa Rokok maka u.ntuk 
melindungi masyarakat terhadap perokok, bukan 
perokok dan rnenjaga kesehatan anak dipandang perlu 
mengeluarkan aruran terlebih dahulu dalam bentuk 
Peraturan Bupati; 

b. bahwa dalarn rangka mernberikan perllndungan 
kesehatan masyarakat terhadap perokok dan bukan 
perokok, maka dipandang perlu mengatur kawasan­ 
kawasan tertentu yang bcbas dari asap roknk ; 

c. bahwa salah satu faktor penghambat tercapainya 
Konawe Sehat adalah masih tingginya angka rnerokok 
di Kabupaten Konawe, 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa 
Rokok. 

BUPATI KONAWE, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KAWASAN TANPA ROKOK 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KONAWE 
NOMOR ? TAHUN 2016 

BUPATIKONAWE 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

/ 

\ 
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Mengingat 

Menimba.ng 
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Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit. (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembarau Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072); 

5. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah [Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); 
sebagairnana tclah diubah bcberapa kali tcrakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tcntang Pcmerintahan Dacrah [Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Pengamanan Rokok bagi kesehatan (Lcmbaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 39, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4276); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 
Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit 
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1991 Nornor 49, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3447); 

9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Mentcri 
Dalam Negeri Nornor 188/MENKES/PB/1/2011 dan 
Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pelaksanaan 
Kawasan Tanpa Rokok; 

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomnr 741 J Menkes/Per./VIT/2008 tentang Penetapan 
Standar Pelayanan Minimal Dalam Bidang Kesehatan 
di Kabupaten/Kota. 
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Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe. 
2. Bupati adalah Bupati Konawe. 
3. Dinas Keschatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe. 
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe. 
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Konawe 
6. Dmas Perhubungan actalah Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe. 
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Konawc. 
8. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Konawe. 
9. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas 

Pernuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Konawc. 
10. Satuan Palisi PP adalah Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten 

Konawe. 
11. Orang adalah 01·a11g pcrorangan atau badan, baik yang bcrbcntuk 

badan hukum maupun tidak. 
12. Bad an adalah sckumpulan orang dan/ a tau modal yang rnerupakan 

kesaruan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau 
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, 
atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap 
serta bentuk badan lainnya. 

13. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari 
pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pernerintah Kabupaten 
Konawe <lan/atau in<livi<lu yaug ditunjuk oleh Bupau. 

14. Rokok adalah basil olahan ternbakau terbungkus termasuk cerutu atau 
bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, 
Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang 
mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. 

15. Ik\an rokok adalah kegiatan untuk mcmperkcnalkan, 
memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa 
imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mernpengaruhi konsumen 
agar rnenggunakan rokok yang ditawarkan. 

16. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan/atau area yang dinyatakan 
dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan 
mcmpromosikan rokok. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

KONAWE TENTANG PERATURAN BUPATI 
KAWASAN TANPA ROKOK. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 
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Penetapan Kawasan Tanpa Rokok br-rtuj uan untuk: 
a. Mernberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif 

dan/atau perokok pasif; 
b. Mcmbcrikan ruang dan lingkungan yang bcrsih dan schat bagi 

masyarakat; 
c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk 

merokok baik yang langsung maupun tidak langsung; 
d. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok. 
e. Memenuhi rasa arnarr/ nyaman pada orang lain; 
f. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan 
g. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. 

Pasal 2 

BAB II 
TUJUAN DAN PRINSIP 

17. Tern pat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi 
masyarakat. 

18. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau 
terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang 
sering dimasuki Lenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana 
terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. 

19. Tern pat proses belajar mengajar adala h tempat yang dirnanfaatkan 
untuk kegiatan belajar dan mengajar danj'atau pendidikan danr atau 
pelatihan. 

20. Sarana Kesehatan adalah ternpat yang digunakan unruk 
menyelenggarakan upaya kesehatan. 

21. Arena Kegiatan Anak-Anak adalah tempat atau arena yang 
diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak. 

22. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan 
keagamaan. 

23. Angkutan. umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat 
berupa kendaraan darat dan air. 

24. Pimpinan atau Pcnanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang 
yang karena jabatannya mernimpin dan/atau bertanggungjawab atas 
kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan 
Tanpa Rokok. 

25. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah 
dan pcndidikan ringgi. 

26. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 
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(1) Fasilitas pelayanan kcsehatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 
huruf a, antara Jain meliputi : 
a. Rurnah Sakit; 
I.,. Bala.i Kcsehatan; 
c. Puskesmas; 
d. Balai Pengobatan; 
e. Balai Kesejahteraan lbu dan Anak; 
f. KJinik kecantikan; 
g. Klinik Perawatan Pcnderita Narkoba ; 
h. Tempat Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Hewan; 
1. Rumah Bersalin; 
J. Ternpat Praktek Bidan/Pcrawat Swasta; 
k. Klinik Kesehatan; 

Pasal 6 

{ lJ Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 4 huruf ;i, 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f merupakan kawasan yang 
bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar. 

(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g 
dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga 
batas kucuran air dari atap paling luar. 

PasalS 

Kawasan Tanpa Rokok mcliputi: 
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 
b. Tempat Proses Belajar Mengajar; 
c. Tcmpat Anak Berrnain; 
d. Tempat lbadah; 
e. Fasilitas Olahraga; 
t. Angkutan Umum; 
g. Tempat Kerja; dan 
h. Ternpat Urnum. 

Pasal4 

BAB III 
KAWASAN TANPA ROKOK 

Prinsip pcncrapan Kawasan Tanpa Rokok adalah: 
a. 100% kawasan tanpa rokok; 
b. Tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; 
c. Pcmaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau 

tindakan mengijinkan dan/atau mernbiarkan orang merokok di kawasan 
tanpa rokok adalah bertentangan dengan hukum. 

Pasal 3 
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l. Apotek; 
m. Toko Obat; 
n. Laboratorium Kesehaian; dany arau 
o. Sarana Kesehatan lainnya. 

(2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b, antara lain mclipuu: 
a. Tempat Pendidikan Formal, yang berbentuk : 

1) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah lbtidaiyah (Ml) atau sederajat; 
2) sekotah Menengah Pertarna clan Madrasah Tsanawiyah 

sederajat; 
3) Sekolah Mcncngah Atas, Madrasah Aliyah, Sckolah Mcncngah 

Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan sederajat; 
4) Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; 
5) Tcmpat Pendidikan Formal Iainnya. 

b. Tempat Pendidikan Nonformal, yang berbentuk: 
1 l Lernbaga kursus; 
2) Lcmbaga pelatihan; 
3) Kelompok belajar; 
4) Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau scderajat; 
5J Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 
6) Tempat Pendidikan Non Formal lainnya. 

(3) Ternpat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, 
antara lain meliputi: 
a. Kelompok Bermain Anak (play group); 
b. Tempat Peniripan Anak (TPAJ; 
c. Tempat Pengasuhan Anak; 
d. Arena Bermain Anak-Anak; dan/atau 
e. Arena Kegiatau Anak lainnya. 

(4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara 
lain meliputi: 
a. Masjid; 
b. Mushola; 
c. Gereja; 

' ' d. Pura; 
e. Wihara; 
f. Klcntcng; dan 
g. Tempat Ibadah lainnya. 

(5) Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, 
antara lain mcliputi: 
a. Lapangan Olahraga; 
h. Stadion; 
c. Kolam Renang; 
d. Tempat Senam; dan 
e. Fasilitas Olahraga lainnya. 

(6) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, antara 
lain meliputi: 
a. Bus; 
b. Mikrolet; 
c. Taxi; dan 
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Sctiap Pimpinan atau Penanggung .Jawab Kawasan Tanpa Rokok 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, wajib untuk : 
a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang 

Pasal 8 

BAB IV 
KEWAJIBAN PIMPJNAN ATAU PENANGGUNG JAWAB 

KAWASAN TANPA ROKOK 

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan 
kegiatan: 
a. Merokok; 
b. Memproduksi atau membuat rokok; 
c. Menjual rokok; 
d. Menyelenggaraka.n iklan rokok; dru1/1:1.w.u 
e. Mempromosikan rokok; 

Pasal7 

d. Angkutan Umum lainnya. 
(7) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, antara 

Jain meIiputi: 
a. Tempat Kerja pada lnstansi Pemerintah Kabupaten Konawe; 
b. Tempat Kerja Swasta; 
c. Tempat Kerja lainnya. 

(8) Tempat urnum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, antara 
lain meliputi: 
a. Hotel; 
b. Restoran; 
c. Rumah makan; 
d. Jasa boga; 
e. Terminal; 
f. Pela buhan: 
g. Pasar; 
h. Pusat perbelanjaan; 
1. Minimarkct; 
J. Supermarket; 
k. Dcpartcment Store; 
L Hypermarket; 
m. Mall; 
n. Plaza; 
o. Pertokoan; 
p. Bioskop; 
q. ternpat Wisata; 
r. Stasiun; 
s. Sarana Olahraga; dan 
t. Tempat Umum lainnya. 

l 
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(2) Tan<la/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada 
tempat yang strategis, mudah dilihal dan jumlahnya disesuaikan 
dengan luas ruangan. 

(3J Format Tanda Pcringaean Larangan Merokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), termuat dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Lcbih dari atau sama dcngan 20 x 30 cm; 
Mencolok sehingga mudah dilihat; 
1) Terdapat tulisan "KAWASAN TANPA ROKOK". 
2) Terdapat gambar/simbol rokok rnenyala dicoret 

di dalam lingkaran berwarna merah; 
3) Mencanturnkan sanksi bagi si pelanggar serta 

dasar hukumnya; 

a. Ukuran 
b. Warna 
c. Maten 

(I) Tanda peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 

Pasal 10 

BABV 
TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK 

SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA 

(1) Pimpinan arau Penanggung jawab tempat kerja dan tempat umurn 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) dapat 
menyediakan kawasan merokok di luar gedung dan di luar Kawasan 
Ta.npa Rokok scbagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2). 

(2) Kawasan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
rnernenuhi persyaratan : 
a. Merupakan tempat terbuka dan udara terbuka; 
b. Jauh dan terpisah dari gedung utama; 
c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan 
d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang. 

Pasa19 

menjadi tanggung jawabnya 
b. Melarang setiap orang untuk merokok di kawasan tanpa rokok yang 

menjadi tanggung jawabnya 
c. Menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang 

menjadi tanggungjawabnya 
d. Mcmasang t.anda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua 

pintu masuk utarna dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan 
mudah terbaca dan /atau didengar baik. 

------~·-, 
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(I) Dalam rangka mcwujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe 
berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan. 

(2) Pcmbinaan scbagairnana dima.ksud pada ayar {11 dapat berupa 
bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau 
pen::inggung jawab Kawasan Tanpa Rokok. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan 
atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa 
Rokok. 

(4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) antara Jain: 
a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pernbinaan dan pengawasan 

terhadap sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasa1 6 
ayat (I); 

b. Kepala Dinas Pcndidikan, melakukan pcmbinaan dan pcngawasan 
terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar dan Arena Kegiatan Anak 
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3); 

c. Kepala Dinas Sosial, melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(4): 

d. Kepala Dinas Pernuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana olahraga 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan rnclakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa Hotel, 
Restoran, Rumah Makan, .Jasa Boga, Bioskop, Tempat Wisata dan 
Kolarn 1,1cnang; 

e. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Angkutan Umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa1 6 ayat dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan 
baik laut maupun udara; 

f. Kcpala Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(7). 

g. Kepala Dinas Per industrian dan Perdagangan melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa pasar, 
pusat perbelanjaan, minirnarket, supermarket, departement store, 
hypermarket, mall, plaza dan pcrtokoan; 

h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 6; 

(5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan 
Pemerintah Dacrah melakukan pernbinaan dan pengawasan di rnasing­ 
masing tern pat kerja yang menjadi tanggung jawabnya. 

Pasal 11 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
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( I) Masyarakat dapat bcrpcran sorta dalarn mewujudkan Kawasan Tanpa 
Rokok di Kabupatcn Konawe; 

(2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok 
dilakukan dalam bentuk: 

Pasal 14 

BAB VII 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

(1) Dalarn rangka rncndukung pclaksanaan pengawasan terhadap Kawasan 
Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Kepala satuan Kerja Perangkat 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Bupati 
memberituk Tim Pemant.au Kawasan Tanpa Rokok. 

(2) Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok mernpunyai tugas: 
a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap 

Kawasan Tanpa Rokok; 
b. Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginvcntarisasi 

sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan 
anak, tcrnpat ibadah, tcmpat umum dan rcmpat kerja yang bclum 
ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok; 

c. Mclaksanakan pcngawasan tcrhadap Kawasan Tanpa Rokok; 
d. Membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap 

pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pernantauan: 
c. Melapor kan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim 
Pemantau dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk 
pada set iap Kawasan Tanpa Rokok. 

(4) Pernbentukan Tim Pernantau Pcmbantu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab 
Kawasan Tanpu. Rokok dan diluporkwi kep,~d,i Kctua Tim Pcmantau 
Kawasan Tanpa Rokok. 

(5) Tim Pernantau Pernbantu sebagaimana dirnaksud pada ayat [3) wajib 
menyarnpaikan Laporan hasil pemantauannya minimal sctiap 1 [satu) 
bulan atau sewaktu-wakru sesuai kcbutuhan kepada Ketua Tim 
Pemantau Kawasan Tan pa Rokok arau Pejabat yang berwenang. 

Pasal 13 

Pcrnbinaan dan perigawasan untuk mewujudkan Kawasan Ta npa l<okok 
dilaksanakan secara persuasif. 

(6) Dalarn melakukan pembinaan dan pengawasan, KepaJa Satuan Kerja 
Pcrangkat Daerah mclaksanakan prinsip-prinsip koordinasi. 

Pasal 12 



{ 1) Pim pi nan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rnknk dapat 
dikcnakan sanksi berupa: 
a. Peringatan Tertulis; 
b. Pcnghcntian Scmcntara Kcgiatan; dan/ atau 
c. Pencabutan lzin. 

{2) Tata cara pcmberian Sanksi Administratif di Kawasan Tanpa Rokok : 
a. Bupati dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait 

mernberikan pcringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung 
jawab Kawasan Tanpa Rokok. 

b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis 
diberikan, pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok 
helum memenuhi ketentuan scbagairnana tercanrum dalnrn 

Pasal 15 

BAB VIII 
SANKSI ADMINISTRASI 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan 
dengan penentuan kcbijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa 
Rokok; 

b. Melakukan pengadaan dan pcmberian bantuan sarana dan prasarana 
yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; 

c. lkut serta dalam mernberikan bimbingan dan pcnyuluhan serta 
penyebarluasan informasi kepada masyarakat; 

d. Mengingatkan setiap orang ynng melakukan kegiatan sebagairnana 
dimaksud dalarn PasaJ 5 atau metaporkannya kepada pimpinan acau 
penanggung jawab Kawasan Tan pa Rokok; 

e. Melaporkan kepada pejabat berwenangjika tcrjadi pelanggaran. 
(3) Pcran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok 

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara 
bcrkelompok j instirueional / badan hukum / badan usaha I lcrnbaga I 
organisasi maupun individu / perorangan; 

(4) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertirnbangan berkenaan 
kcbijakan yang tcrkait dcngan Kawasan Tanpa Rokok scbagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung 
kepada / melalui Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah tcrkait, a tau secara 
tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan 
kegiatan sejenis, dan/ a tau melalui media cetak, clektronik, dan lain 
sebagainya: 

(S) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk 
mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
{2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pirnpinan dan/atau 
penanggung jawab kawasan tanpa rokok sesuai peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku; 

(61 Piinpinan atau perianggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib 
mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e. 
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SERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR .i\~ 

Diundangkan di Unaaha 
Pad a Tanggal l ', ~ 2016 

JM·- 

KONGGOASA .,..~ .. 
-/ 

KERYSAIF '" . •. 

2016 

pengundangan 
Dei-iru Dacrah 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pcraturan Bupati mi dcngan pcncrnpatannya dalarn 
Kabupaten Konawe. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab 
kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin. 

(3) Sanksi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh 
Bupati atau Pejabat yang berwenang. 
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~----- 
~20 cm 

Untuk Pengaduan Masyarakat, Hu bung Telepon (0411- ) 

PELANGGARAN ATAS LARANGAN IN! DIK8NAKAN SANKS! SESUAI 
DENGAN PERATURAN BUPAT! KONAWE NOMOR ... TAHUN 20 

KAWASAN TANPA ROKOK 

~30cm 

TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK 

Tahun Nomor 
Tanggal 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE 

r 




